BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 9z TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (7)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan
bahwa Tata Cara Pergeseran Anggaran ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 4 Tahun
2015 tentang Tata Cara Pergeseran Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Solok Selatan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4
Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pergeseran Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Solok Selatan, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi,
kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sehingga perlu diganti;

C. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf adan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Solok Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
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dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan  Daerah yang memimpin  pelaksanaan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan
tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Perda.

12. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut
dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

13. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah
peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota.
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14. Pergeseran anggaran adalah perubahan dan/atau pergeseran anggaran
belanja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), baik berupa penambahan
dan/atau pengurangan yang dilakukan melalui antar organisasi, antar
unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan
antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau
sub rincian objek.

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah

' unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Urusan Pemerintahan Daerah.

16. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah
Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

17. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

20. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD
adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan
Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara
umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
pengguna anggaran.

22. Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan
dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap
periode.

Pasal 2

(1) Pengaturan tata cara pergeseran pendapatan, belanja dan pembiayaan
Daerah dimaksud untuk mengatur pelaksanaan pergeseran anggaran
yang bersumber dari APBD.

(2) Pengaturan tata cara Pergeseran Anggaran Belanja Daerah bertujuan
agar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari APBD dapat
memenubhi tertib administrasi keuangan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pergeseran APBD meliputi :

a. Pergeseran Anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit
organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar
kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub

rincian objek.
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Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

1. Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan

2. Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana

dimaksud pada huruf b angka 1 yaitu:

pergeseran antar organisasi;

pergeseran antar unit organisasi;

pergeseran antar program;

pergeseran antar kegiatan,

pergeseran antar sub kegiatan;

pergeseran antar kelompok;

. pergeseran antar jenis.

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD

sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 yaitu:

1. Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, dimana Pergeseran
ini dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

2. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama, dimana
Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

3. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama,
dimana Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

4. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat
dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran setelah mendapat
persetujuan dari PPKD.

Pergeseran Anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang
dilakukan sebelum perubahan APBD, ditetapkan dengan perubahan
Perkada tentang Penjabaran APBD. Dalam kondisi darurat/mendesak
dan amanat peraturan perundang-undangan yang memerlukan
penanganan yang lebih cepat terkait perubahan prioritas pusat/provinsi
serta kondisi lainnya perubahan prioritas daerah dapat dilakukan tanpa
melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu,
melainkan ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran
tersebut ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD.

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD

sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 yang dilakukan setelah

perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.

Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-

SKPD

Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD, dalam

kondisi tertentu dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui

ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf h dapat berupa

kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di

tingkat nasional atau daerah.

Pergeseran Anggaran yang dilakukan sebelum perubahan APBD,

ditampung dalam Perda perubahan APBD.

Pergeseran Anggaran yang dilakukan setelah perubahan APBD,

dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pergeseran Anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-

SKPD.

Pergeseran Anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti

ketentuan mekanisme perubahan APBD.

Pergeseran Anggaran diikuti dengan Pergeseran Anggaran kas.

NOG A LN
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(2)

(3)

(1)

Pasal 4

SKPD terkait mengusulkan Pergeseran Anggaran berdasarkan situasi
dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah

melakukan hal sebagai berikut :

a.  TAPD mengidentifikasi perubahan Perda APBD yang diperlukan jika
Pergeseran Anggaran merubah Perda APBD;

b.  Sekda/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan jika
Pergeseran Anggaran tidak merubah Perda APBD.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan

DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan Pergeseran Anggaran.

Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui

oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.

Pasal 5

Pergeseran Anggaran dapat dilakukan apabila terjadi suatu keadaan yang

menyebabkan harus dilakukan Pergeseran Anggaran.

Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan Pergeseran Anggaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. Amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

b.  Kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik
ditingkat nasional atau Daerah.

c. Perubahan dan / atau penambahan kode rekening rincian objek
belanja pada objek belanja yang sama

d.  Perubahan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah

e Perubahan spesifikasi barang akibat adanya perubahan harga pasar

i Penambahan dan / atau pengurangan pada rincian perhitungan
dalam DPA-SKPD

Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah untuk mencapai

efektifitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi penggunaan anggaran.

Pasal 6

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c

dilakukan dengan memuat persyaratan sebagai berikut :

a. Regulasi/Surat/Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
yang mengamanatkan harus dilakukannya Pergeseran Anggaran
yang menyebabkan perubahan APBD.

b. Surat pengantar dari Kepala SKPD dengan menjelaskan nama
program dan kegiatan, sub kegiatan, capaian target kinerja,
kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja, sebelum
dilakukan pergeseran maupun usulan pergeseran yang akan
dilakukan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

c. Rancangan Perubahan DPA-SKPD sub kegiatan bersangkutan,
sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d

dilakukan dengan memuat persyaratan sebagai berikut :

a. Surat pengantar dari Kepala SKPD dengan menjelaskan nama
program dan kegiatan, sub kegiatan, capaian target kinerja,
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(3)

kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja, sebelum
dilakukan pergeseran maupun usulan pergeseran yang akan
dilakukan, sebagaimana tercantum pada Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

b. Rancangan Perubahan DPA-SKPD sub kegiatan bersangkutan,
sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

c. Surat dukungan/pergeseran/keterangan dan atau dokumen lain
yang berhubungan dengan pertimbangan/dasar perlunya
pergeseran anggaran belanja dilakukan.

Pasal 7

Pergeseran Anggaran dapat diajukan setelah DPA-SKPD disahkan.
Pergeseran Anggaran dapat dilakukan maksimal 3 (tiga) kali sebelum
rancangan Perubahan APBD disampaikan ke DPRD, kecuali berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan program
kegiatan prioritas daerah yang tertuang dalam RPJMD dapat dilakukan
sesuai kebutuhan.

Setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD diundangkan, tidak dapat
melakukan pergeseran anggaran kecuali berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan serta Belanja Gaji dan Tunjangan.

Pasal 8

Usulan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan ketentuan
sebagai berikut :

a.

b.

(1)

Usulan Pergeseran Anggaran dibahas oleh TAPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2).

Rapat Pembahasan usulan Pergeseran Anggaran diikuti oleh SKPD yang
bersangkutan.

Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan
dalam Dberita acara antara TAPD dengan SKPD bersangkutan,
sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Berita Acara hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf c
merupakan bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh Bupati
atau pejabat yang ditunjuk.

SKPD melakukan penginputan Pergeseran Anggaran yang telah disetujui
sebagaimana dimaksud pada huruf d kedalam Aplikasi SIPD/SIMDA
berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Pergeseran Anggaran Belanja Daerah dilaksanakan setelah DPA SKPD
disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.

DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam
keputusan kepala SKPD tentang penetapan Pergeseran Anggaran
sekretariat/badan/dinas/kantor dan kecamatan, sebagaimana
tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dalam Peraturan Bupati ini.
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Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 4
Tahun 2015 tentang Tata Cara Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Solok Selatan Tahun 2015 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pergeseran Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan (Berita
Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 Nomor 3) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok

Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 20 [esember 2022

[VBUPATI SOLOK SELATAN,

\ ?,KHAIRUNAS/

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 1o pPesember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 92~



Nomor
Lampiran
Perihal

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 9= TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

KOP SKPD
900/ /BPKD-202X Padang Aro, 202X
1 (satu) berkas
Persetujuan, Pengesahan Kepada Yth :
dan Penetapan Pergeseran Bapak Sekretaris Daerah/Kepala
Anggaran BPKD Kabupaten Solok Selatan
di -
Tempat

Dengan Hormat,

Bahwa Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah

Nomor .... Tahun 202x tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 202x dan Peraturan Bupati Solok Selatan
Nomor ... Tahun 202x tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 202x serta Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat/Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan  .........
Tahun Anggaran 202x.
Menindak lanjuti Undang-undang/ Peraturan
Pemerintah/Peraturan Presiden/ Permendagri/ Permenkeu/
Peraturan Gubernur/ Surat Edaran Gubernur/dll Nomor ......... ;
Tanggal .......... s HAl csszssnunns

Berdasarkan hal tersebut diatas terdapat perubahan
kebutuhan anggaran belanja pada Sekretariat/ Badan/ Dinas/
Kantor/ Kecamatan  ......... Kabupaten Solok Selatan Tahun
anggaran 202x , maka DPA-SKPD Nomor ........ pada Kegiatan
........ Sub Kegiatan ........... sudah tidak sesuai lagi dengan
kondisi saat ini sehingga perlu diubah, dengan DPA-SKPD
terlampir.

Mohon kiranya Bapak dapat memberi persetujuan dan
pengesahan serta penetapan pergeseran anggaran tersebut.

Demikianlah disampaikan atas perhatian Bapak diucapkan

terima kasih.
Kepala SKPD,

/ BUPATI SOLOK SELATAN,

\ UNAS /



NVAVODONY NVIASADYHAd HOLNOD dISAVIA ONVA '€

AAGINNSVAVN dONOH VPNVIAI I3 WNNIN NVIVIN VA 1LA3ddS ¢
VSVL VONVTAE @Y ONVEVE VONYTEE [VA NVIESHOHHEd 'L

* HOLNOD

VIAVS DNVA VONVIAE SINGC WVIVA XA €O 3VLNV NVIVOONY NVIASADIYAd HYIVAY VANAS INCALASIA DNVA NVIESEDIEd

*LLVD

sa

€

[4

1

ue3ue], epue] uejeqep *dIN eureN ON

HVIAVA HVILNRIZAINEd NVIVOONV WIL

3sq
C

T

esyequiad [ISey uejejed

ueseyequiag [esdue],

uefueialayf
dIN TOOT 11S661 81909261 dIN
seseessseesenee gy ereday HVYAVd SRIVLIIANES
‘ory Suep : 4a10 mimasiq
oH| £000 10 20 20
102060

000°0SZ‘€ | 000°GT |3®I03 0SI 3[e303 IseN

000°0S2‘c | 000°ST |3e10x 0SI (303 Jjoeug
g} 8500 10 10 20 000°‘000°9 ueSuede] sej1Anyy uewnuiy uep ueueyel efuerag| 8500 10 1020 T S

000°0C 00001 | uenq ¢ wa]

sep9y] ydafuad 000°0€ 000°0€ | usnp | sej1ay] doefuad

xg-odi, 000°ST 00S°L yenq g xg-adiy,

Isuulreq J0[id euad 000°0ST 000°0ST |3®03 1 1auulreg 3014 Budd

Tepuelg BUdd 000°0€T 00069 |3e10¥ ¢ Tepue)g Budd
1, Je[v-10juey uejer3ay ynjun usyed /LY efuered| +200 000°‘She I03uey sHNL Je[V-1ojuey uejersey ynjun ueyed/je[y efuerdd| $200 10 1020 T S
@ siqv (g oeea sluvied| 000°sPE‘9 siqeH reyed ueyeg efuejed 101020 1 S
) . NVAVE VONVIIE 000°‘SPE‘9 DNVAVE VONVIAE 1020 1T S
000°‘SeE‘9 VSVr NVd DNVIVE VONVIdd 20 1 S | 000‘sbe‘9 VSVL NVd DNVIVE VONVIAd 01 S
000°‘SPe‘9 ISV¥AdO VONVIEd| 10 10 ¢ ¢0 20 S | 000‘sve‘9 ISVIAJO VONVIad 1 S

(da) (d3) uenje (dd) (da)
uenjes 1es 1SIA9Y Ye[33}3S uejerday] uerein Surusyay apol uenjes (uenjeg yejunp enwog uejerday] uerein Buruayosy apoyd
re3oL e31ey qepne re3oL edrey

SVdd Nvd v NVNASNANAd NVA ISVNIGJOOXH
HVIAVAd NVIVDONV NVNASNANAd NVA ISVNIQIOOH

(VINVS DNVX SINAC WVIVA HArdo AVINV) NVIVOONV NVALALISAAd NVINSN

NV.IVIES YOT0S NALVdNgv HVIavd
VONVTEE NVA NVLVAVANAd NVIVODNV NVIESTDIAL VAVO VLIV DNV.INAL

ZZ0Z NNHVL (0 JOWON

NV.LVIdS MOT0S ILVdNd NVINLVIdd
II NVAIdINVT

: NVLVIDIM 1S
: NVLVIDEA




NVIVOONV NVAASHDEAd HOLNOD AISAVIC DNVA '€
NVAWALNAd LVAWAL ONNAHAD VMAS VONVIAGEN a3 AAGWNSVAVN VONVIHE NVLY WNNIN NVIVIN VENVTAE A AOLNV SI'INL LYTV VONVIIE [VA [LAUddS ¢
VSV VONVTAEG VINVSHS/ONVEVE VONVTHE VINVSHES NVAUSHOAEd T
* HOLNOD
VINVS DNVA MACLEO NVIONI WVIVA MArg0 NVIONI 9NS dVILNV NVA VIWVS DNVA ¥Ard0 WYIVA Ndrdo NVIONIY dVINV NVIVOONY NVIASHDIAd HVIVAV ((IdE VIVdEN) aMdd INLNLASIA ONVA NVIUSHOAHEd - LLVO

ol

Isa
S
v
€
[4
1
uedue], epue], uejeqer “dIN BweN ON
HVIAVA HVLNRIZWAd NVIVOONV WIL
1sa
€
C

!
: wesyequad [Isey uejejed
: ueseqequad reddue],

: uedueraldy]
dIN 761 dIN
-.....:.......-.ngm %&0& ﬂHmeh
........................................... 50H< M:ﬁwvmm : SUAO =‘:.~,—HQW~O
000°00S‘T 000°00S dro ¢ usredngey] IequNSeIeN
000°00S‘T 000°0SL dro ¢ ISUIAOI] J9QUINSBIEN
000°000°C |enIued uep ereoy emequog ‘I03eI0PON ‘SEYEqUIdJ NEJV J2qUnseIeN wnuelouoH| €000 10 ¢0 ¢0 1 S
000°000‘E 103uey eser efoereg 102020 1T S
000°000°E VSVr VONVIEd 2020 1 S
000°0SL‘€ 000°ST ejoq 0ST ej0¥ ISeN
. . mo s 000°0ST°C 000°ST e 0ST )0y oeus
ueSuede] sejlAnRyy Uewnury uep ueneyel efuepg| 8500 10 10 20 I S | 000°000°9 ueSuede sejlARYY Uewnuiy uep ueuneyel efoefag| 8500 10 10 20 T S
000°0T w] 000°0C 000°01T yenq ¢ wy]
000°0€ seay ydofuag 000°0€ 000°0€ usny [ se19)] Ndafuag
000°ST 00S°L yenq g xg-od1L
000°0ST 000°0ST | &0y 1 Jouureq J01ld Buad
000°0€T 00069 | J¥BI0N T Iepuels eudd
000°‘Ste I03uey SINJ, Je[V-I0juey Uejeisoy Ynjun weyed/Ierv efuerad| 200 10 10 20 1 S
000°‘Ste‘9 siqeH reyed ueyeq efueog 101020 T S
) 000°SHE‘9 DNVIVE VONVIAd 1020 T S
VSVL NVd D 000°StE‘6 VSVL NVA DNVIVE VONVIZS 20 1 S
ISVIEdO VONVIAd| 10 10 ¢ ¢0 20 S | 000‘sbe‘6 ISVIEdO VONVIAd 1 S
(dx) (@) (d3) (@)
wenjes EmES 1S140) Ye[e3es Uejerdoy werein Suruoyay 9poy uemjes | wenjes yepunge emwog ueeiEoy uereI) BOTReN RPN
rejoL yermmpe o N : TejolL ) i
edrey edrey
SVdd NVd vnd NVNASAXNAd NVd ISVNIQJOOH NVLVIDTH 908
HVIAVA NVIVODNV NVNASNANAd NVd ISVNIQJOOH  * NVLVIDIA

(VINVS DNVA MAr90 WVIVA MArdo NVIONRI dV.INV) Vdd NVIASEDIAd NVArALISYId NVIAsn




NVAVOONV NVAHISHOIHd HOLNOO dISAVIA ONVA "€

NIVT-NIVT NVA WNANIA NVIVIN/SOd VANHE VPNV IS 4 JOLNVY SITNL LYV VONVTAE VA [LAAdHdS T
NISAW NV NVLVTVIAd VMES VONVTAE/QOLNYY VSV VONVIHAE VINVSHS/IVIVA SIEVH MVL DNVAVE VONVIAL /IVIVA SISVH DNVAVE VONVIAE VINVSEAS AVINV VONVIAE NVIASADUA "1

*HOLNOD

VINVS DNVA MO NVIONI WVIVA ¥ALdO NVIONIN €18 VLNV ((idd VIVAAN) add INCALASIA DNVA NVHASADN AL

* LLVD

ue3ue], epue] uejeqer

‘dIN

eweN

HVIAVA HVLNRIZNAd NVIVODONV IWIL

: uesyequoad [Isey uejeje)

uesegqequag resdue],
ueluers}ay

dIN

**adys eredey

axdd

...................... ‘ory Suepeq 1ge[0  mimasiq
000°0SL‘e 000°ST 0y 0ST e)0y ISeN 000°0SL‘E 000°ST yejoq OSI Hej0y ISeN
000°0Sz‘C 000°ST o 0ST .10y Jorus 000°0S2‘T 000°ST yejoq OSI Jej0¥ yorus
000°000°‘9 ueduede] sejlaRyy wewnury uvep veueyel efueag| 8500 10 10 20 1 S | 000°000°9 ue3uede] sejlany Vv uewnuUIl wep ueueqel efoerog| 8500 10 10 20 1 S
ueng “mmm &
| uenq ¢g
000°0T 000°01 yenq g wy]
000°0€ 000°0€ wsnp | seay ndafuag
000°ST 00S‘L qenq g xg-odi,
000°0ST 000°0ST | B30y 1 Jouured 10[ld BUdd
000°0€T 00069 | €10y ¢ Tepue)s eudd
| 000 000'Se Jojuey] SYM, Je[V-I0juey uUejersoy] ynjun ueqeq/je[v efuereg| +¢00 10 1020 1 S
000°sHE‘9 siqeH reed ueyeq efuepeg 101020 T S |000‘sbE‘9 sIqeH rexed ueyeq efuerog 101020 T S
000°‘ste‘9 DHNVAVE VONVIFL 1020 T S |000‘sve‘9 ONVAVE VONVIEL 1020 T S
000°‘ste‘9 VSVr NVd DNVIVE VONVIZd 20 T S |000‘ste‘9 VSV NVd DNVIVE VONVIId 20 1 S
000°‘ste‘9 ISVH3AdO VONVIdd| 10 10 ¢ 20 20 S | 000‘She‘9 ISVIAdO VONVIAd 1 S
(d3) (@) (@) (d3)
aenjes
uenjes ISIASY [e[232§ uejeisoy wereIn Suruazyoy apoy uenjes | wenjes gepwnpe emmog uejeldoy uereln Buruayay apoy
TeloL erey yepunpe e3o0L eSren : :

SVdd NVd vAY NVNASNANAd NVA ISVNIQJIOOX

HVIIAVA NVIVODDNV NVNASNANTd NVA ISVNIQIOOH

(VIAVS DNVA MAr90 NVIONRI WVIVAd MACE0 NVIONRI 808 JdV.INV) vdd NVACALISAAd NvIAsn

NVLVIDTH g0S
NVLVIDTA




L

*

‘NVLVTIS MOTOS LLVdng \\ *\

NVAVOONV NVIHSHOIHd HOLNOD dISAVIA ONVA '€

LIdACNAd /WAT VONVIEE NVONAA LLNVD Id VNAd VONVTAL [LIAddS ¢
VIAVS DNVA ONININHE WVIVA NVIVOONV NVIONIA NVIHASHOAHd '1

* HOLNOOD
MArdO NVIONIRI 9NS SV.LY NVIVOONV NVAASHADIHAd HVIVAY (NVIVOONY VNNOONA) AdNS VIVAAN INCALASIA DONVA NVAHASHOY A ©.LVO

s

v

€

[4

!
ue3ue], epue] uejeqepr *dIN eureN ON

HWVIAVA HVLNRITWAd NVIVOONV WIL
1sa
T
T
: :syequad [Isey uejeje)
ueseyqequod [eSdue],
uedueralay
........................... 61 "dIN

‘were33uy eun33usg nyje[des ddys eredoy
Y910 minyasiq

850010 10 20 8S0010 1020 T S

0000
= a i A e
000°0ST Iouurred Jo[ld BUad 000°0ST Jouurreq 10[1d Budd
000°0€T 000°S9 qe10y ¢ Tepuelg Budd 000°0€T 000'S9 | 3®10¥ ¢ Iepuelg Busd
000°‘ste Iojuey SN Je[V-Iojuey] uejeidoy ynjun ueyeg/Iery efuered| +Z0010 10 20 T S | 000°‘shE Iojuey SIM] Je[vV-Iojuey] Uejerdoy Jnjun uweqed/je[v efueed| 20010 1020 1 S
000°‘ste‘9 sIqeH reqed ueyeq efuepog 101020 T S |000‘sbe‘9 SiqeH rexed ueqeq efuepog 161020 1 S
000°‘sbe‘9 DNVAVE VONVIZS 1020 T S 000°sbe‘9 DNVAVE VONVIAE 1020 T S
000°‘sbe‘9 VSVL NVd DNVIVE VONVIZS 20 1 S |o000‘sve‘9 VSVP NVd DNVAVE VONVIZdE 201 S
000°‘sbe‘9 ISVIEJO VONVTIAd| 10 10 ¢ ¢0 20 S | 0oo‘she‘o ISVIAJO VONVIZd 1 S

(d3) (dx) (d3) (d3)

uenjes nenes ue1asadiod yera3os uejerday] uerern Suruayay apoy uenjes wEmEs B[NWIS UejeI3oy uUereln Suruayoy apoy
reloL e3ren yepumpe : : : relol eSrex yepmnpe i :

SVdd NVA VM NVNNSNANAd NVA ISVNIQIOOM
HVIIVA NVAVOODNV NVNASNANId NVA ISVNIQIOOH

(MErg0 NVIONIN 90S RIVA NVIVINA) Vdd NVIVIA NVIESEDAAd NVArALISIAd NVINsa

NV.LVIDTM 0S8
NV.LVIDTH




LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

BERITA ACARA PEMBAHASAN PERGESERAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 202X....

NO PEMBAHASAN/PERMASALAHAN HASIL/SOLUSI
I “ tiinicsomins om0 | e
D | ommwnss ik sssemmnn 0 Sesivmiemmenive | sowens s s s s § § semsmms 5 § s
PADANG ARO,

NO TIM ANGGARAN PEMERINTAH NO SKPD

DAERAH
1
2
3
Dst Dst

}/ BUPATI SOLOK SELATAN,

‘ a NAS /
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR %% TAHUN 2022

TENTANG TATA CARA PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

KOP SKPD

TENTANG

PENETAPAN PERGESERAN ANGGARAN URAIAN BELANJA

Menimbang

Mengingat:

KEPALA DINAS/BADAN/SEKRETARIAT/ ......

L

a.

DINAS/BADAN/ ......

bahwa terdapat perubahan kebutuhan anggaran
belanja pada Sekretariat/Badan/Dinas/Kantor/

Kecamatan ......... Kabupaten  Solok  Selatan
....... Tahun Anggaran 202x , maka DPA-SKPD Nomor
........ pada Kegiatan ........ Sub Kegiatan ........... sudah

tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini sehingga
perlu diubah;

bahwa berdasarkan Undang-undang/Peraturan
Pemerintah/ Peraturan Presiden/Permendagri/
Permenkeu/Pergub/Surat Edaran Gubernur/ dll
Nomor ..., Tanggal .......... , Hal ....:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala
Sekretariat/Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan  ........
Kabupaten Solok Selatan tentang Penetapan
Perubahan Uraian Yang Tercantum Dalam Rincian
Objek Belanja Pada DPA
Sekretariat/Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan  ........
Kabupaten Solok Selatan ;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Provinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
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dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembar

Negara Republik Indonesia Nomor 6573):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

S. Peraturan Bupati Solok Selatan nomor .... Tahun 2022
tentang tata cara pergeseran anggaran pendapatan dan
belanja daerah kabupaten solok selatan:

6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor
...Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 202x (Lembaran Daerah
Kabupaten Solok Selatan Tahun ........... Nomor
............. , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Solok Selatan Nomor );

7. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor ... Tahun 202x
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 202x (Berita Daerah
Kabupaten Solok Selatan ....... Tahun ...Nomor ...);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan

KESATU : Menetapkan pergeseran anggaran uraian belanja
Sekretariat/ Badan/ Dinas/ Kantor/ Kecamatan
Kabupaten Solok Selatan.

KEDUA : Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, terdapat pergeseran pada beberapa uraian
dalam DPA-SKPD sebagaimana tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KETIGA : Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari
DPA-SKPD Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan.........

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202x

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan keputusan ini, maka dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.
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KEENAM : Keputusan ini Sekretariat/Badan/Dinas/Kantor/Kecamatan
mulai berlaku pada tanggal ......... 202x

Ditetapkan di .............
pada tanggal ............... 202x

Kepala Dinas/Badan/......

......................................

Tembusan ini disampaikan kepada YTH:

1. Bupati Solok Selatan sebagai laporan.

2. Inspektur Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro

3. Kepala BPKD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daegah di Padang Aro

%BUPATI SOLOK SELATAN,

é 2 KO UNAS/
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